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Pengucapan Putusan Uji Ketentuan Quick Count pada UU Pemilu

Jakarta, 16 April 2019 — Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU Nomor
7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pada Kamis (16/4), pukul 10.00 WIB dengan agenda
Pengucapan Putusan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 24-25/PUU-XVII/2019
mempermasalahkan ketentuan pengumuman hasil survei dan hitung cepat.

Pada sidang sebelumnya (11/04), Pemerintah berpendapat pengaturan larangan pengumuman hasil
survei atau jejak pendapat hasil pemilu pada masa tenang dimaksudkan bukan untuk melakukan
pembatasan informasi terkait elektabilitas bagi kontestan pemilu ataupun masyarakat. Pengaturan dilakukan
agar penyelenggaraan pemilihan umum dapat berjalan dengan baik dan pada akhirnya asas-asas pemilihan
pemilu sebagaimana ditentukan oleh konstitusi akan tercapai secara baik.

Menurut Pemerintah, pengumuman perkiraan hasil penghitungan cepat pemilu dilakukan paling
cepat 2 jam setelah pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat. Pengaturan mengenai hal ini
dilakukan karena adanya perbedaan waktu antara Indonesia barat, tengah, dan timur, sehingga selesainya
pelaksanaan pemilu tidak bersamaan. Dengan demikian menurut Pemerintah, kegiatan survei dilakukan oleh
lembaga survei di masa tenang dapat mengganggu ketertiban umum dan oleh karenanya relevan jika semua
pihak melakukan pelanggaran pemilu diberi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 488
sampai dengan Pasal 554 UU Pemilu.

Pemohon menjelaskan bahwa mereka mempersiapkan seluruh sumber daya untuk berpartisipasi
dalam “mencerdaskan kehidupan bangsa” melalui pelaksanaan riset atau survei dan mempublikasikannya.
Namun demikian, upaya Pemohon tersebut potensial dibatasi atau bahkan dihilangkan dengan keberlakuan
pasal-pasal a quo.

Menurut para Pemohon, pembatasan waktu dengan ancaman pidana soal hitungan cepat
sebagaimana diatur dalam pasal-pasal yang diuji justru berpotensi menimbulkan berita-berita palsu (hoaks)
seputar hasil pemilu. Hal ini menurut para Pemohon akan menambah beban pelaksanaan pemilu bagi
penyelenggara pemilu maupun aparat hukum, serta dapat menyulitkan dalam menciptakan tujuan pemilu
yang damai, tertib, adil, transparan, dan demokratis.

Pemohon dalam Petitumnya meminta Mahkamah menyatakan Pasal 449 ayat (2), ayat (5), ayat (6),
Pasal 509, dan Pasal 540 UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum
mengikat.(Tiara Agustina/ Nano Tresna Arfana/LA/MHM)
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